BUPATI MERANGIN

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KABUPATEN MERANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan
Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Merangin Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Merangin perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung
Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1);

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, ' Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3969);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4284);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10
Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);

12, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun
2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 50 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN MERANGIN;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor
S0 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kabupaten Merangin (Berita daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2014 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Merangin Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 50 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
Merangin (Berita daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015
Nomor 31) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Bupati adalah Bupati Merangin.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Merangin.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Pemerintahan Daerah adalah Penyeienggara Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan
tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya
dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan
Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
Merangin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Merangin.

Kepala SKPD adalah Kepala Instansi pemungut Pajak dan
Retribusi.

SKPD/Instansi Pengelola Pajak dan/atau Retribusi adalah
SKPD/Instansi yang mengelola langsung pemungutan
Pajak dan Retribusi daerah.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk
menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas
kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak
dan Retribusi.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi,
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada
wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Petugas pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan
pajak dan/atau retribusi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Merangin.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD
adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih daerah yang bersumber
dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.



19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

20. Instansi Pelaksana Pemungut adalah
Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya
melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi
Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI MERANGIN
ttd
AL HARIS

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd
SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

[

H. FIRDAUS, SH. MH
NIP. 19671219 199203 1 007



